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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESMEN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS [A

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN

Menimbang

Mengingal

INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS [A,

Bahwa dalam rangka kontinuitas evaluasi kinerja dan
mengokohkan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh
(AMPUH) pada Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas [A, maka
dipandang perlu membentuk Tim Asesmen Sertifikasi Mutu
Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan
Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial
Palangkaraya Klas [A;

1.

2,

on

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
kKeduan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum:

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen
Reformasi Birokrasi;

Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah
Agung RI 2010-2035;

8. Surat Keputusan .........



A=

—

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Apung RI .........

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8., Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/5K/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

9. Surat HKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026/ KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

11

144 /KMA/SK/VII /2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

dibawahnya;

12, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Apung Nomor 916/DJU/SK.OTL6/111/2025
Tanggal 7 Maret 2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman
Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)] di

Lingkungan Peradilan Umum;
13. International Framework for Court Excellance/IFCE;
14. 180 19011: 2012 tentang Panduan Audit;
15, [30 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
16, [50 31000: 2018 tentang Manajemen Risiko.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KELAS
[A TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESMEN SERTIFIKASI
MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA

KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS
1A

Membentuk Tim Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul

dan Tangguh (AMPUH] pada Pengadilan Negeri/Tindak

Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas 14,

sehagaimana lampiran keputusan yang merupakan bagian

vang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Tim Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh

(AMPUH) bertugas :

1. Membuat Program Asesmen Internal

2. Membuat Jadwal pelaksanaan Asesmen Internal

3. Melakukan Penilaian [Pelaksanaan Asesmen [nternal
scsual Lembar Penilaian Asesmen Sertifikasi Mutu
Peradilan Unggul dan Tangguh (AMFUH)

4. Membuat laporan Asesmen Internal

Tim Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh

(AMPUH) melaporkan hasil asesmen kepada Ketua

Pengadilan  Negeri/Tindak Pidana Koprupsi/Hubungan

Industrial Palangkarayva Klas 1A,

KEEMPAT ..........




KEEMPAT ..........

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditctapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini  akan diperbaiki
scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : B8 Januari 2026
KETUA PENGADIL! GERI/TINDAK PIDANA ICDEUFSI%
RIAL PALANGKARAYA




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER! PALANGKARAYA
2% JKPN.W16-Ul/SK/0OT1.2/1/ 2026
TANGGAL - B JANUARI 2026

NOMOR

TIM ASESMEN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

’ Lokasi Waktu
No T Tt Asesmen Pelaksanaan
Sri Hasnawati, S.H., Hakim - Ketua
M.Kn. - Wakil Ketua
- Hakim
Fransisca Kiki Damayanti, | Halkim Ad Hoc | - Panitera
1 S.H., M.H. Tipikor - Sekretaris
- Panitera
Eska Juli Fimando Klerek - Analis | Pengganti
Simanjuntak, S.H. Perkara - Jurusita
Peradilan - Agen
Perubahan |
Benyamin, S.H., M.H. Hakim - Kepanileraan
Pidana
Prapti Ramadhani, 5.T., Hakim Ad Hoc | - Kepaniteraan
3 s.H., M.H. Tipikor Khusus
Tipikor
Faustina Rahmasarita, Klerek -
AMd.M, Dokumentalis
HUku—In - ———e
Ngguli Liwar Mbani Hakim - Kepaniteraan
Awang, 3.H., M.H. Perdata
- Kepaniteraan "
Muji Kartika Rahayu, Hakim Ad Hoc| KhususPhp | Diadwalkan
3 | 8.H., M.Fil. PHI Menraran
Federius Halawa, S.H. Klerek - Analis
Perkara
Peradilan |
Amir Mahmud Munte, Hakim Ad Hoc | - Kepaniteraan
S.H. Tipikor Hukum
- PTSP
' Dwi Harto Hanggono, S.H. | Hakim Ad Hoc
4 FHI
| Lukman Adi Ariviano, S.H. | Klerek - Analis
Perkara
| Peradilan
' Yunita, S.H. Hakim | -Sub  Bagian
Umum dan
Iryana Margahayu, S.H., Hakim Ad Hoc| Keuangan
5 5.T. Tipikor
Eventy Velly Palawa, 3.H. | Klerck - Analis
Perkara




Waktn
No Nama Jabatan Lokasi Asesmen e RS
Ni Made Hakim - Bub Bagian
Kushandari, S.H., Kepegawaian,
M.H. Organisasi dan Tata
Laksana
Abdur Rachman Hakim Ad Hoc |- Pegawai
g | lswanto, S.H, Tipikor Kepaniteraan
M.H. - Pcgawai
Kesekretariatan
Irmayani Roulina | Klerek -
Simanjorang, Pengelola .
A.Md. Penanganan Bijacwhdlcay,
Petlcara . kemudian
Muhammad Rifa Hakim - Sub Bagian
Rizah, S.H., M.H. Perencanaan,
Teknologi Informasi
Astiti Swanita Rini, | Hakim Ad Hoc| dan Pelaporan
7 | 5.H., M.H, PHI
Gilang Rahadian Klerek - Analis
Saputra, 5.H. Perkara
Peradilan
Ditetapkan di : Palangka Rava
Pada tanggal : 8 Januari 2026
} KETUA PENSAPSLAN NEGERI/TINDAK mmmd

AN INDUSTRIAL




